BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 67 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING,
TUGAS DAN TATA KERJA PADA
STAF AHLI BUPATI BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Eselonering, Tugas dan Tata Kerja pada Staf Ahli Bupati Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

S. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING, TUGAS
DAN TATA KERJA PADA STAF AHLI BUPATI BENGKALIS.
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. BABI ,
KETENTUAN UMUM

o Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dlmaksud dengan

1.

2,

e

- ‘dalam menjalankana urusan pemenntahan/ penunjang yang |

Daerah adalah Kabupaten Bengkahs; :

Bupat1 adalah Bupat1 Bengkalls

. Staf Ah11 Bupat1 adalah Staf Ahh Bupat1 Bengkahs

@

Sekretans Daerahk adalah Sekretans Daerah Kabupaten o
Bengkalis. - - . i

. BABI
L KEDUDUKAN‘
Pasal 2
‘Staf Ah11 Bupatl merupakan unsur staf untuk menbantu Bupatl‘ o

menjadl kewenangan daerah.

Staf Ahli Bupat1 sebagalmana dlmaksud pada ayat. (1) ,
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
dan secara admm1strauf d1koordmas1kan oleh Sekretans ,
Daerah. : ‘ :
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
STAF AHLI BUPATI

: Pasal 3

(1) Susunan ‘Orgahisasi Staf Ahli Bupati, terdiri dari:

: a

b,

C.

~ Bupati;

: Sekretans Daerah

,.i Staf Ah11 Bupatl Bldang Pemenntahan Hukum dan P011t1k

; Staf Ahh Bupat1 B1dang Ekonom1 Keuangan dan Pembangunan e

dan

Staf Ahli Bupatl Bldang Kemasyarakatan ‘dan Sumber Daya’

.. 'Manusia. .




3.

.(2) Bagan Sus‘unah‘ Orgé.n1sa81 Staf Ahh Bupati sebaga1mana
tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tldak
terplsahkan dari Peraturan ini. :

 BABIV
-~ TUGAS

- Pasal 4

(1) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
mempunyai tugas memberikan pertimbangan dalam perumusan
kebijakan kepada Bupati, baJk d1m1nta ataupun tidak diminta, yang
berkaitan dengan , ‘

a.

perumusan kebijakan daerah, penyusunan dan pcmbinaah
berkaitan dengan perangkat daerah serta kewenangan
daerah; ‘

. perumusan kebl_]akan daerah dan pembmaan penyelenggaraan
yang berkaitan dengan pemerintahan umum, pemerintah desa,

pertanahan, kelembagaan ketatalaksanaan, pelayanan publik,

‘masalah perbatasan dan kerjasama daerah

perumusan kebgakan daerah, penyusunan dan pembinaan
berkaitan produk hukum daerah, kesatuan bangsa, perlindungan
masyarakat, ketentraman dan ketertlban umum serta pemilihan

umum; dan ‘

pelaksanaan tugask.lajn yang diberikan oleh Bupati.

B Pasal 5

(1) Staf Ah11 Bupat1 Bidang Ekonoma Keuangan dan Pembangunan
mempunyai tugas memberikan pertimbangan dalam perumusan
kebijakan kepada Bupati, baik diminta ataupun tidak diminta, yang
berkaitan dengan, 4

S a.

perumusan kebljakan daerah, penyusunan dan pembmaank EENT
‘berkaitan dengan pertanian, koperasi usaha kecil dan menengah,

penndustnan perdagangan, penanaman modal, kebudayaan
pau'1W1$ata, pemuda, olahraga dan lingkungan h1dup,

perumusan «kebljakan daerah dan pemblnaan penyelenggaraan
yang berkaitan dengan badan usaha milik daerah, perusahaan

 daerah, keuangan, dan penataan aset daerah;
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C. perumusan keb1_]akan daerah penyusunan dan pembmaan
berkaitan pembangunan sarana dan prasarana pemerintah baik
pembangunan fisik maupun non fisik serta pembangunan
teknologi 1nforma31

d. perumusan kebijakan “daerah, penyusunan dan pembinaan
berkaitan penyusunan pola dasar pembangunan daerah
dan rencana strategls pembangunan daerah serta penataan

" ruang; dan- ’

- e. pelaksanaan‘tuga’s lain yahg diberikan oleh Bupati.

Pasal 6 ~

(1) Staf Ahli’ Bupat1 B1dang Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia  mempunyai tugas memberikan pertimbangan dalam
perumusan kebijakan kepada Bupati, baik diminta ataupun tidak -
diminta, yang berkaitan dengan;

a. pe’rumusan 'kebijakan daerah, . penyusunan dan pembinaan
berkaitan - dengan Xkesjahteraan = sosial, bantuan sosial,
‘pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; S

b. perufnuéan kebijakan daerah, penyusunan dan pemblnaan
berkaitan pendayagunaan aparatur dan administrasi serta diklat
aparatur; dan

c. pelaksanaan tugés lain yang diberikan oleh Bupati.

BABV
ESELONERING
\ Pasal 7
Jabatan Eselonenng pada Staf Ah11 Bupat1 adalah jabatan eselon II /b
'BAB VI"; L
TATAKERJA
 Pasal 8
Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli Bupati wajib melaksanakan

prinsip kooxjdlna31 integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan
horizontal. : '



ER R <

5.

BAB VII

, | PEN GANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

(1) Staf Ahli Bupat1 dlangkat dan dlberhentlkan oleh Bupati dar1 R
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi syarat atas usul
Sekretans Daerah. R .

- (2) Pengangkatan Staf Ahli Bupat1 perlu d1perhat1kan persyaratan

umum kepangkatan serta kecakapan dan kemampuan teknis yang
d1perlukan untuk kelancaran tugas ‘ :

 BABVII
- PEMBIAYAAN
, : Pasal 10
Sumber—sumber Pemblayaan Staf Ahli Bupat1 dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, subsidi atau bantuan
Pemerintah Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang sah di luar

'-VPemermtah ‘Daerah - dengan persetujuan Bupati sesua1 dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. BABIX
KETENTUAN PERALIHAN

- Pasal 11

| Pada saat Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku, Pejabat yang
lama tetap melaksanakan tugas dan fungsmya sampai dllantlknya

’ pejabat yang baru

| Pasal 12
| : Dengan berlakunYa' Pei‘aturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang

mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan ini
: dmyatakan t1dak berlaku
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI BENGKALIS,

—
AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Desember 2016

Pit. SEKREFARIS DAERAH KEBUPATEN BENGKALIS

4

HZARIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 67
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